PENETAPAN
Nomor 20 / Pdt.G / 2017 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada
peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:

BONAVENTURA ABUNAWAN (PEMANGKU ULAYAT MBEHAL), Alamat
Nggorang RT.001 / RW.001, Desa Nggorang, Kec. Komodo,
Kab. Manggarai Barat, pekerjaan PNS, kewarganegaraan
indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang
bernama YOHANES B. SELATAN, S.H, Advokat yang
beralamat di Jalan Kebon Sirih Barat Dalam [X No. 8, Jakarta
Pusat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 65 /
SK.PDT / IV / 2017 /PN.LBJ tanggal 27 April 2017, yang
untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,;

melawan:

MUHAMMAD BAHUN, bertempat tinggai di Dusun Sernaru, Kelurahan Wae
Kelambu, Kecamatan Kemodo, Kabupaten Manggarai Barat,
yang dalam hal ini diwakifi oleh kuasanya yang bernama
DRS. HENDRIKUS DJEHADUT, S.H., Advokat/Penasihat
Hukum dari Klinik Hukum “DRS. HENDRIKUS DJEHADUT,
S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Jurusan Waetuak,
Desa Batu Cermin, Kota Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, bertindak berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register
Surat Kuasa Nomoer 80 / SK.PDT / V / 2017 /PN.LBJ tanggal
23 Mei 2017, yang untuk selanjuinya disebut sebagai
TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo

Nomor 20 / Pdt.G / 2017 / PN Lbj tertanggal 28 April 2017 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;
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Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Nomor 20 / Pdt.G / 2017 /
PN Lbj tertanggal 2 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas - berkas lainnya yang bersangkutan
dengan perkara ini;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang felah ditentukan,
untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya
tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dengan menunjuk saudari Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., Hakim
pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei
2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat, telah ternyata jika pada
persidangan fanggal 6 Juni 2017, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo
telah menerima surat Nomor 05/IMYBS/2017 tertanggal 6 Juni 2017 dari
Kuasa Penggugat yang isinya menerangkan jika Penggugat melalui
kuasanya berkeinginan untuk mencabut perkara a quo karena alasan
kesibukan dari kuasa Penggugat dalam menangani perkara dan dipertegas
pula dengan surat tertanggal 7 Juni 2017 perihal persetujuan pencabutan
perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Lbj yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang digjukan oleh
Penggugat melalui kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur didalam
R.Bg akan tetapi diatur dalam RV (Reglement op de Burgerlike
Rechtsvordering), yang mana pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum
gugatan itu diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberi
jawaban atau sesudah diberikan jawaban oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 271 RV menyatakan bahwa “Penggugat
dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan
sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan
instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”. Selanjutnya
dalam Pasal 272 RV menyatakan bahwa “‘Pencabutan instansi dapat
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dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi
atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu,
atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh
pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi
dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa
akibat hukum kepada : 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan
kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan, 2) Pihak
yang mencabut gugatarinya berkewajiban membayar biaya perkara yang
harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut
penaksiran besarnya biaya dan 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan
segera”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat
tersebut dilakukan sebelum gugatan tersebut diperiksa atau sebelum
gugatan dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal
272 RV tersebut di atas, maka pencabutan gugatan dalam perkara a guo
dapat dicabut tanpa harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk
mencabut gugatannya tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum
sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus
di coret dari register perkara pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan
Bajo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat
yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Undang - Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan
peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan

perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan vyang diajukan
Penggugat melalui kuasanya;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk
mencoret perkara perdata Nomor 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Lbj dari Register
perkara pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.658.000,- (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, oleh |
Gede Yuliartha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, 1 Gede Susila Guna
Yasa, 3.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Labuan Bajo tertanggal 28 April 2017, Nomor 20/
Pdt.G/2017/PN.Lbj dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri
oleh Para Hakim Anggota tersebut, Maria Magdalena Pitkorna Christni,
A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Kuasa
Penggugat serta Tergugat dengan didampingi Kuasanya.

Hakim-Hgkim Anggota, _ Hakim Ketua,

-

{PRUPIAH

| Gede Susila Guna Yasa, S.H. | Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

el

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran ..........ccoceeeeveiiviireiins Rp. 30.000,-

- BiayaATK.......coooie i e R 145.000,-

- Biaya Panggilan ............cc..... oo .Rp. - 472.000,-

- BiayaMeterai.....................................Rp. 6.000,-

- BiayaRedaksi...................ocovovon.. RD. 5.000,- +

- Jumilah.......icei.... Rp. 658.000- {enam ratus lima puluh

delapan ribu rupiah).
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